BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil analisis dan  pembahasan
sebagaimana  telah  dikemukakan, penulis  dapat
menyimpulkan bahwa,

1. Pembatasan hak politik ASN dalam pemilu dimaksudkan
untuk mewujudkan ASN yang professional, mandiri dan
tidak terlibat dalam kekuatan sosial politik manapun.
Netralitas ASN diharapkan dapat menciptakan figur ASN
yang bebas intervensi dan bebas dari konflik kepentingan
sehingga berdampak pada profesionalisme ASN.

2. Terdapat politisasi dalam tubuh birokrasi dalam bentuk
intervensi  kepentingan-kepentingan  politik  yang
mencampuri birokrasi. Keberpihakan yang dilakukan oleh
ASN terhadap pasangan calon yang dianggap mampu
memberikan  keuntungan terhadap dirinya akan
melahirkan ketidakprofessionalan dalam tubuh ASN. Hal

tersebut menyebabkan rendahnya layanan kinerja, karena
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ASN akan memikirkan berbagai keuntungan  yang
didapatkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga
akan muncul politik balas budi terhadap salah satu calon
yang mengakibatkan ketidaknetralan dalam tubuh ASN.

3. Pelanggaran netralitas ASN diatur dibanyak peraturan
perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan
Pemilu/Pemilihan yang secara khusus berkaitan dengan
ASN. Pemerintah, melalui kementerian pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama
kementerian dalam negeri , Badan kepegawaian Negara,
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan
pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu RI
melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama
(SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawali
Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi ASN dan pejabat
Pembina kepegawaian (PPK) yang terbukti terlibat politik

praktis terancam sanksi hingga pemecatan.

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan dalam skripsi ini,

maka penulis menyarankan.
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1. Netralitas ASN dalam politik hendaknya tetap

dipertahankan, mengingat betapa besar pengaruh bagi
proses demokrasi dan gagasan untuk menciptakan peran
ASN modern. Netral berarti menempatkan posisi ASN
pada wilayah sesungguhnya, yakni sebagai abdi negara
yang menjalankan tugas kenegaraan.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang
bertugas menjaga netralitas pegawai ASN seharusnya
lebih menitikberatkan perhatian dalam menjaga netralitas
ASN. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan
Aparatur Sipil Negara yang benar-benar professional,
berkinerja tinggi dan bebas intervensi politik.
Lembaga-lembaga  pengawasan  pemilihan  umum
seharusnya ikut dalam menegakan aturan netralitas bagi
para pegawai ASN, yakni dengan memberikan sanksi-
sanksi bagi para pelanggar netralitas sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan, baik itu berupa hukuman

disiplin ringan, sedang, ataupun hukuman disiplin berat.



